BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR &2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAHH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran
2022:

1;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 (entang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Dacrali-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nouson
07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsi
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana
telah di ubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578},



5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahnn
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S773);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 9Lembaran daerah kabupaten
Dompu Nomor 09);

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beclanja Dacrah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dompu
Nomor 42),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN

ANGGARAN 2022.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Dompu.

Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Dompu.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan  oleh pemerintah  daerah dan dm\;;m
mi Gdan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otono
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnva
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undaoo
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



g.

10.

1.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
bagian wilayah dari- Daerah kabupaten/kota yang dipimpin
oleh camat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah vange
berwenang untuk rnengatur dan @ mengurus  Uiisan
pemerintahan, kepentingan masyarakat SCLCTIp
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal nsul.
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormat: daian
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesin
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya Kkesejahteraan
masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara selanjutnya Qisitwg}caat
DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja dnf‘ruh‘
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayal
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



15,
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i
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnva
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dan

kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban AI’I3
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak dacrah
dan retribusi daerah - paling sedikit sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari besaran pajak daerah dan retribusi dacrah
yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribus

daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan
Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) A’
disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

(2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi

daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan
retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu)
Tahun Anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

(1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah

yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secbesar
Rp.1.661.759.570.00,- (satu miliar enam ratus enam
puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu
lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian schaga
berikut:

a. Bagian hasil pajak Daerah sebesar
Rp.1.217.740.570,00.- (satu miliar dua ratus tujuh
belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus

tujuh puluh rupiah); dan



b. Bagian  hasil retribusi daerah sebesar Rp.
444.019.000,00,- (empat ratus empat puluh empat
juta sembilan belas ribu rupiah).

(2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah yang
diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur sebagni
berikut:

a. Sebesar 60% (enam puluh persen} dibagi secara
merata kepada seluruh Desa; dan

b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara
proposional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran
2021,

(3) Penentuan jumlah retribusi daerah yang dhbenkan untuk
setiap desa berdasarkan diatur secara mcrata kepada

selizruh Desa.

Bagian Ketiga
Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

(1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah
dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.

(2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi dacrah
untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Pererimaan dari Bagian Hasil Pagak Daciah
dan Retribusi Daernth

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribus) Dacrah
dipergunakan sesuai Peraturan Bupati Dompu Nomor o0

Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan pu aiue i
dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada

pemerintahan desa.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan sebagai berikut :



&. Pencairan tahap | sebesar 60% {enam puluh persen) dar
besaran hasil pajak dacrah dan retribus: dacrah ying o
terima suatu desa, paling lambat buian Oktober 2022,

b. Pencairan tahap Il scbesar 40% {(empat puluh persen)
dari besaran bagian hasil pajak dacrah dan retibos
daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan
Desember 2022; dan

Pasal 8

(1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak dacrah dan
retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada
Bupati Dompu Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penggelola
Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Camat
setempat,

{2) Permohonan Pencairan bagian hasil pajak daerah dan
retibusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
a.Foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun

anggaran 2022 dan
b.Fotecopy Nomor Rekening Kas Desa pada DBank
Umum.
{3) Kepala BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil

pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening
kas desa,

BAB 111
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan
bagian hasil pajak dacrah dan retribusi daerah kepada
Bupati melalui Camat setiap semester dan tembusan ke
Kepala DPMPD Kabupaten Dompu.

(2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan
retribusi daerah merupakan satu Kkesatuan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDcesa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
(1) Pemerintah  Daerah  melakukan  pembinaan don

pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak
daerah dan retribusi daerah.
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(2) Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Camat dan DPMPD Kabupaten Dompu
atau perangkat daerah lain sesuai bidang tugas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional  dilakukan  oleh  Inspektorat  Dacral
Kabupaten Dompu dan aparat pengawas [ungsional

lainnya.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Bagian hasil pajak dacrah dan retribusi daerah Tahun
Anggaran 2022 dapat dipergunakan untuk  membooan o

belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Janoo
2022, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun
Anggaran 2022,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati int dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal |2 Januari 2022

BUP OMPU,

KA JAELANI

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal I3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POMPU,

GATOT GUNAW

, )c- |
2
[

P, SKM, MMPP

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 375




LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI DOMPU

NoMOoR: 0L ToWunN 022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pengalokasian dan Besaran Bagl Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2022
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_66jTanju __10.147.800,00 8.848.300,00 6.166.900,00 25.163.000
67|Ranggo o __10.147.800 00 2.359.000,00 ~ 6,166.900,00 18.673 700
68|Jambu 10.147.800,00 5.098.000,00 6.166.900,00 21 412 700

. 69|Lepadi — _.10.147.800,00 | 3.487.800,00 | 6.166.900,00 19,802 500
.. 70fkune _10,147.800,00 _ 1.608.600,00|  6.166,900,00 17.923.300

_71jWoko 10.147.800,00 | _2130.700,00| __ _ 6.166.900,00 18.445.400

72|Tembal Lae 10.148.970,00 _3.163.100,00 6.169,100,00 10.481.170
Total 730,642.770 487.097.800 444.019.000 1,661.759.570
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